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BAB IV

ANALISISAKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT ARTHA

MANDIRI REMBANG

A. Analisis Bentuk AkadMudarabahdi BMT Artha Mandiri Rembang.
Mudarabah dalam berbagai literatur islam adalah kerja sama
antara kedua belah pihak yaitu antasgibul mal (BMT) dan mudarib
(anggota) untuk membuka usaha yang produktif dengatentuan
keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengsgplkatan bersama.
Pada bab sebelumnya telah dipaparkan ballwdrabah dibagi
menjadi dua macam Yyaitu:
1. Mudarabah Muthlagah
Mudarabah muthlagah adalah akadmudarabah dimana
pemilik modal memberikan modal kepada pengelola ahddnpa
disertai dengan pembatasan. Misalnya perkataanlipemodal: “saya
berikan modal ini kepada anda dengaundarabah dengan ketentuan
bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Dadkad ini tidak
ada pembatasan kegiatan usaha, jenis usaha, aab& dan ketentuan-
ketentuan lain yang berhubungan dengan akadirabah
2. Mudarabah Mugayyadah
Mudarabah mugayyadahadalah akadmudarabah dimana
mudarib memberikan ketentuan atau batasan-batasan yamgitaar

dengan kegiatan usaha, jenis usaha, barang yan@dnebjek usaha,
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waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pemshat waktu dan
orang yang menjadi sumber pembelian barang dipeinkah menurut
Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik Bgafi'i tidak
diperbolehkan. Begitu juga menyandarkan akad kepealktu yang
akan datang diperbolehkan menurut Abu Hanifah dammad,
sedangkan menurut Malik Dan Syafi'i tidak dipertiian®
Dari bentuk akagnudarabahyang dilakukan oleh BMT Artha
Mandiri Rembang dengan beberapa anggotanya termadak
mudarabah muthlaqatdikarenakan pihak BMT tidak memberi batasan
kepada anggotanya, baik dari kegiatan usaha, je@ika, objek usaha
dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengkad
mudarabah
Perjanjian mudarabah yang dilakukan oleh BMT Artha
Mandiri Rembang dengan anggotanya lebih tepatagitem akadil-
Qard daripada akathudarabahdansebenarnya ini kredit konvensional
yang dikemas dengan akaulidarabah
B. Analisis Pelaksanaan Akadudarabah Di BMT Artha Mandiri Rembang.
Pelaksanaan akadnudarabah antara BMT Artha Mandiri
Rembang dengan anggotanya ditemukan adanya behmapenpangan
prinsip-prinsip mudarabah menurut fatwa DSN NO:07/DSN-
MUI/IV/2000. Baik oleh pihak BMT maupun oleh pihaknggotanya

sendiri. Penyimpangan tersebut terdapat pada g@smnhutang pada saat

! Hendi suhendioc. Cit, h. 372.
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jatuh tempo, cara perhitungan nisbah bagi hadaktadanya bagi resiko,
kewajiban-kewajiban para pihak tidak diatur dalararjgnjian dan
sebenarnya ini kredit konvensional dikemasZrabah

1. Pelunasan hutang saat jatuh tempo

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa akad
mudarabah boleh dibatasi pada waktu tertentu, kontrak tidakelb
dikaitkan dengan kejadian di masa depan yang tigsku terjadi.
Selain itu akadnudarabah boleh adanya batasan waktu tertentu atau
ditetapkannya jatuh tempo. Apabila saat jatuh tesipoudarib belum
bisa melunasi maka akan diberi sanksi/denda.

Dalam islam juga dijelaskan bahwa apabila seseolahigm
bisa melunasi hutangnya maka akan diberi kelonggatau tambahan
waktu untuk melunasinya. Hal ini terkandung dalaima8 Al- Bagarah
ayat 280 yang berbunyi:

=O0¢O0gORK [0 &»hoKa QROED
=O060RN004% HOETRO N4 SOk
<O 7Bl BXUD2L00080 & O0Le
ChesCGAED AN = ANl PRI

EXRQ EP &NHACOREHY D¢
Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dal&esukaran, Maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan rmdekgbkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagijika kamu
Mengetahui™®

Sedangkan akathudarabah yang dilakukan oleh BMT Artha

Mandiri Rembang menentukan adanya jatuh tempo elikkdsan untuk

2 Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonekia, Cit. h. 46.
8 Departemen Agama RAI-Qur'an dan TerjemahJakartas: CV. Darus Sunnah, 2011, h.
47
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mempermudah transaksi antara kedua belah pihakoilapsaat jatuh
tempo tetapmudarib belum bisa melunasi hutangnya dari pihak BMT
tidak menetapkan denda dan anggota harus memiekikafirmasi
kepada pihak BMT apa yang menjadi penyebab andgeitam bisa
melunasi hutangnya. Setelah anggota memberikanirk@di apa
penyebab tidak bisa melunasi hutangnya maka pih&K Bakan
melakukan tindakan yaitu berupa tangguh pembaydem analisis
saldo yang dimiliki oleh anggota, apabila saldogyaimiliki anggota
besar maka akan dilakukan akad ulang apabila saldg dimiliki kecil
maka tidak akan dilakukan akad ulang.

Selain ketentuan diatas apabila anggota melunasingaya
tepat pada jatuh tempo maka pihak anggota akan eréwmb jasa
sebagai penghargaan terhadap anggota sebesar Z2%natamal
pembiayaan yang diajukan dengan ketentuan anggeteribenar
melunasinya.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan balakad
mudarabah yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang meniilik
persamaan dan perbedaan dengan akaéirabahmenurut fatwa DSN
NO:07/DSN-MUI/1V/2000. Persamaannya adalah keduanya
menetapkan adanya jatuh tempo serta memberikargaeggwaktu
apabila pada saat jatuh tempo pelunasan hutamgrib belum bisa
melunasi hutangnnya. Perbedaannya adalah menutwa f&SN

NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pabila saat jatuh tenganudarib
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belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi atadaleAkan tetapi
akad mudarabah yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang
tidak memberikan denda atau sanksi, tetapi adakgd alang bagi
mudarib yang belum bisa melunasi hutangnya pada saat ebo.
2. Cara perhitungan nisbah bagi hasil

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ddktse
modal jelas ada dan utuh. Dalam kontmakidarabah pembagian
keuntungangrofit) dilakukan melalui tingkat perbandingeatio bukan
ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Menentukan ainrkteuntungan
secara pasti dapat mengakibatkan kontrak ini merfigsid Sebelum
melakukan pembagian keuntungan kepada kedua pibakha
mudarabah harus dirubah menjadi uang sedangkan modal harus
disendirikan?

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa
pembagian keuntungamudarabah adalah jumlah yang didapat dari
kelebihan modal atau keuntungan dari usahenuglirib. Keuntungan
diperuntukan untuk kedua belah pihak tidak hanya giak. Selain itu
keuntungan ditentukan dalam bentuk prosentase mighah sesuai
dengan kesepakatan saat terjadinya kontrak (dkad).

Sedangkan pembagian keuntungan atau bagi hasil akad
mudarabah yang dilakukan oleh BMT ditetapkan dengan nisbiiu a

prosentase tidak berupa uang dan disepakati oldhakbelah pihak

* Abdullah Saeedyp., cit h. 97.
® |bid., h. 45.
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yaitu antara BMT dengan anggota. Pembagian bagi pada akad
mudarabah di BMT Artha Mandiri tidak dihitung dengan cara
prosentase keuntungan dari akaddarabah akan tetapi dihitung dari
nominal pembiayaan yang diajukan oleh anggota.imalikarenakan
kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas petani miedagang kecil-
kecilan sehingga tidak paham dengan pencatatamtgthilitas) dalam
ilmu ekonomi, sehingga menyulitkan masyarakat untog&lakukan
pelaporan keuntungan sesuai dengan konsep akadrabah Dari
uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pgrab
keuntungan akadhudarabah yang dilakukan di BMT Artha Mandiri
Rembang tidak sesuai dengan pembagian keuntungamaldarabah
menurutfigh maupun fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini
dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukah BMT
Artha Mandiri Rembang menggunakan sistem bunga yarama
pembagian keuntungamudarabah didapat dari prosentase besarnya
pembiayaan yang diajukan oleh anggota bukan daoseptase
keuntungan yang didapat dari usaharsidarib. Besar nominal bagi
hasil yang disetorkamudarib (anggota) kepada pihak BMT setiap
bulannya sama. Sehingga pembagian keuntungan yepertis ini
merupakan pembagian keuntungan dengan sistem bietaga atau
bunga flat. Hal ini dikarenakan kondisi masyaralsaitar yang
mayoritas petani dan pedagang kecil-kecilan selintigak paham

dengan pencatatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekanmsehingga
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menyulitkan masyarakat untuk melakukan pelaporamtkggan sesuai
dengan konsep akadudarabah
3. Tidak adanya bagi resiko

Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa agdabi
terjadi kerugian akibamudarabah yang menanggung semua kerugian
tersebut adalaksasibul mal kecuali jika kerugian tersebut akibat
kelalaian ataupun kesalahan yang disengaja otelaarib maka
kerugian ditanggung olemudarib. Selain itu apabila LKSs@Aibul
mal) melanggar perjanjian yang sudah disepakati malidirib berhak
mendapat ganti rugi atas biaya yang sudah dikedmarkDalam
pembiayaan ini biaya operasional dibebankan pawizirib.°

Sedangkan penentuan resiko akad/irabahyang dilakukan di
BMT Artha Mandiri Rembang adalah apabila terjadruiggan maka
mudarib yang berhak menanggung semua kerugian baik itkaresi
terjadi akibat kelalaian damudgarib ataupun akibat dari kerusakan
alam. Hal ini dikarenakan karena penerimaan simpanedirabah
yang diterima pihak BMT tidaknudarabah murni selain itu juga BMT
tidak ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Dalasisipgeperti ini
BMT bisa sebagai pihaknudarib karena yang menjadiasibul mal
pihak yang menitipkan uangnya di BMT tersebut sgdendana titipan

oleh pihak BMT tidak murni, selain itu pada akedidarabah BMT

8 Ibid,. h. 45.
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juga sebagai pihakahibul mal dikarenakan BMT memberikan dana
atau modal kepada anggota atawdarib untuk membuka usaha

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
penentuan resiko akathugarabah yang dilakukan di BMT Artha
Mandiri Rembang tidak sesuai dengan penentuan oesikad
mudarabah menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini
dikarenakan penentuan ganti rugi akagZarabahyang dilakukan oleh
BMT Artha Mandiri Rembang ditanggung oletudarib baik itu resiko
terjadi akibat kelalaian damnugarib ataupun akibat dari kerusakan
alam.
. Kewajiban-kewajiban para pihak

Kewajiban-kewajiban para pihak baik pihak BMT maupu
pihak anggotanya tidak diatur didalam perjanjianghisgga
mengakibatkan perjanjiamudarabah yang dilakukan BMT Artha
Mandiri menjadi batal menurut hukum.

Dari keempat ketentuan akawudarabah yang dilakukan oleh
BMT Artha Mandiri Rembang yaitu pelunasan hutarat gtuh tempo,
cara pembagian bagi hasil, adanya bagi resiko Skst&ajiban-
kewajiban para pihak tidak tercantum dalam notgappan akan tetapi
disepakati saat berlangsungnya akad secara liseininHdikarenakan
untuk mempermudah para calon anggota untuk memalsamsurat
perjanjian serta konsep akatldarabah mengigat kondisi masyarakat

yang tidak mau susah ketika melakukan pembiayamelat, bahkan



77

masyarakat cenderung mengabaikan isi perjanjiaseltet. Pada
dasarnya masyarakat sekitar BMT Artha Mandiri imaen dengan
lembaga keuangan Syari’ah.

Berdasarkan uraian bab sebelumnya penulis memitava akad
mudarabah yang dilakukan di BMT Artha Mandiri Rembang lebih
cenderung kepada konsep kredit konvensional yakgndis dengan
akad mudarabah yang terdapat bunga flat atau bunga tetap, adanya
akad ulang saat jatuh tempo pelunasan hutang ysertaRmenanggung
semua kerugian atas akatldarabah yang dilakukan di BMT Artha
Mandiri Rembang adalah anggota selakoudarib. Selain itu
perhitungan pembagian keuntungaodarabah didapat dari prosentase
besarnya pembiayaan yang diajukan oleh anggotantiléa prosentase
keuntungan yang didapat dari usahansigarib. Cara perhitungan
keuntungan yang seperti ini adalah bunga. Tetau pkgaris bawabhi
yang membedakan lembaga keuangan syari'ah ini nkenithgkat
kepedulian yang tinggi terhadap kelompok ekonomi kreni
dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Akad mudarabah yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri
dikonsep dengan ketentuan-ketentuan diatas jugebaliékan karena
kondisi para anggotanya yang memiliki keterbatakan akuntabilitas
serta tidak mau keuntungan usaha anggotanya dipsiKan atau

diketahui orang banyak.
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C. Analisis Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BMthamMandiri
Terhadap AkadMudarabah Di BMT Artha Mandiri Rembang.

Dewan Pengawas Syari'ah memiliki tugas untuk medaku
pengawasan secara aktif maupun pasif pada lembagangan syariah
yang berada di bawah pengawasannya, terutama gel@aksanaan fatwa
DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan terpaoldyk/jasa dan
kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip sya®alain itu, Dewan
Pengawas Syariah juga berkewajiban mengajukan psogembangan
lembaga keuangan Syari’ah kepada pimpinan lembagg persangkutan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek aliadan melaporkan
perkembangan produk dan operasional lembaga kemasygmiah yang
diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional. Dewarmyd®eas Syari’ah
juga bertugas sebagai mediator antara lembaga ¢ganayari'ah demgan
Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkomunikasikanl w&an saran
perkembangan produk dan jasa dari lembaga keuasgamah yang
memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Pada kenyataannya Dewan Pengawas Syariah BMT Artha
Mandiri tidak melaksanakan semua tugasnya. la hangkkasanakan
beberapa tugasnya diantaranya melakukan pengawzesda lembaga
keuangan syariah yang berada di bawah pengawasanmemaberikan
pengarahan/pengawasan terhadap produk/jasa daatdeegisaha agar

sesuai dengan prinsip syari'ah. Serta mengajukah psngembangan

" Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama Indone$i.,, Cit h. 434
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lembaga keuangan Syari'ah kepada pimpinan lembagg persangkutan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek aljaifugas yang tidak
dilaksanaakan oleh DPS BMT ini adalah tidak melkporkegiatan usaha
serta perkembangan lembaga keuangan syari'ah yam@sinya kepada
Dewan Syari'ah Nasional. Sehingga peran Dewan ReagyeSyari’ah
terhadap BMT Artha Mandiri Rembang belum maksimadsin ada
beberapa tugas yang belum dilaksanaakanya.

Menurut keputusan fatwa DSN/MUI No: 03 tahun 2086tang
petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pesdayari’ah pada
lembaga keuangan syari'ah menyatakan bahwa sefmpalga keuangan
Syari’ah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggbPS dan salah satu
dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai k&tua.

Pada kenyataannya BMT Artha Mandiri Rembang Hanya
memiliki satu Dewan Pengawas Syari'ah, meskipun nmemiliki
kemampuan cukup dan memahami tentang lembaga kauasyari'ah,
tetap saja ini menyalahi aturan yang dikeluarkaehoMUI. Hal ini
dikarenakan kurangnya sumber daya manusia darbk¢édsan dana untuk
operasional para karyawan BMT tersebut. Meskipunyadamemiliki
Dewan Pengawas Syari'ah satu, BMT tersebut bekegmaksimal
mungkin agar masyarakat tidak kecewa dengan ad@iyfatersebut serta
berusaha menjalankan operasional BMT Artha Mansi@suai dengan

prinsip-prinsip Syari'ah walaupun operasional BMe&rsebut belum

8 Ibid., h. 438.
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sepenuhnya Syari'ah. Meskipun demikian hal ini na¢alyi aturan yang
telah ditetapkan oleh MUI.

Dewan Pengawas Syariah BMT Artha Mandiri Rembang
memiliki peran penting demi kemajuan lembaga keaangyari’ah yang
berada dibawah pengawasannya. la juga turut aradidnd pembuatan
konsep perjanjian semua produk dan operasionalugfptbduk yang
akan dikeluarkan oleh BMT agar sesuai dengan jpriSgari'ah. Dewan
Pengawas Syari’'ah BMT Artha Mandiri juga membenark&rnyataan
konsep perjanjiamudarabahyang dibuat oleh pegurus BMT tersebut.

Sesuai dengan uraian bab sebelumnya bahwa Dewaawasn
Syarirah BMT Artha Mandiri Rembang berpendapat bahvakad
perjanjianmugarabahterdiri dari beberapa ketentuan yaitu diantaranya:
1. Ditetapkannya jatuh tempo dalam akatldarabah ini bermaksud

untuk mempermudah jalannya operasional BMT. Padd rmkidarabah
yang dilakukan di BMT ini apabila saat tiba jatemipo tetapmudarib
belum bisa melunasi hutangnya dari pihak BMT tidaknetapkan
denda dan pihak anggota harus memberikan konfirkegeda pihak
BMT apa yang menjadi penyebab anggota belum bisanas. Setelah
anggota memberikan konfirmasi apa penyebabnya rpdiek BMT
pun juga akan melakukan tindakan yaitu berupa tamggembayaran
dan analisis saldo yang dimiliki oleh anggota danyebabnya, apabila
saldo yang dimiliki anggota besar maka akan dilakulkad ulang

apabila saldo yang dimiliki kecil maka tidak akalakiukan akad ulang.
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2. Ditetapkannya ganti rugi dengan ketentuan bahwabi@pderjadi
kerugian dalam akadnhudarabah yang menanggung adalah anggota
baik itu terjadi karena kelalaian anggota maupuselghbkan oleh
kerusakan alam. Hal ini dikarenakan kemampuan umtekhat resiko
yang disebabkan kelalaian anggota sangat sulinggai pihak BMT
menganggap semua terjadi karena kelalaian anggota.

3. Bagi hasil yang dilakukan di BMT ini ditentukan dgm prosentase
yang mana dihitung dari besar modal yang diajulkeh anggotd.

Dari beberapa pendapat Dewan Pengawas Syari'ah BNHa
Mandiri Rembang diatas, penulis dapat menyimpulkahwa Dewan
Pengawas Syari'ah tersebut semata-mata hanya markban isi
perjanjianmudarabahyang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang.
Meskipun sebenarnya ketentuan akaddarabah yang dilakukan oleh
BMT Artha Mandiri Rembang dan dibenarkan oleh DewrRengawas
Syari'ah tersebut bertentangan dengan menurut f&x@d NO:07/DSN-
MUI/IV/2000. Pernyataan ini disertai dengan alagaitu
1. Demi kemaslahatan bersama, artinya isi perjanjraarabah yang

dibenarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah BMT tetselulibuat
sederhana karena untuk mempermudah calon anggita memahami
isi perjanjian tersebut. Apabila perjanjian dibuahit ditakutkan calon

anggota tidak memahami isi perjanjian tersebut rarepada

® Wawancara dengan Bapak Sumidi, S. Ei sebagai B&gagawas Syari'afp., cit.
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kenyataannya masyarakat menganggap bahwa pringighasil sangat
sulit dibanding dengan prinsip konvensional yardpsulama ada.

2. Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri Rembargubaha
memperkenalkan lembaga keuangan Syari'ah sedikihi deedikit
kepada masyarakat kecil yang awam dengan lembagangean
Syari'ah meskipun sebenarnya BMT Artha Mandiri rhg=rlu adanya
beberapa perubahan agar sesuai dengan pnmgifrabah secara teori.
Dewan Pengawas Syari’ah BMT Artha Mandiri Rembbar@amngatakan
bahwa lebih baik mencoba dengan perubahan dartpdamelakukan
sama sekali.

Penulis juga menilai bahwa Dewan Pengawas Syawyag
dimiliki oleh BMT Artha Mandiri Rembang sudah metafa surat
keputusan yang telah dikeluarkan oleh MUl yang madmanbaga
Keuangan Syari'ah minimal memiliki tiga orang Dewd&engawas
Syari'ah sedangkan BMT Artha Mandiri Rembang hamemiliki satu

Dewan Pengawas Syari'ah.



